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ABSTRAK

Pelaksanaan  eksekusi  pidana mati yang  diberlakukan  di  Indonesia
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Penctapan Presiden
(PNPS) Tahun 1964 dengan cara ditembak sampai mati dianggap sebagai suatu
bentuk penyiksaan terhadap pidana. Meskipun mendapat berbagai tantangan dari
scjumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk
hukuman. Pidana mati masth masih diperlukan dalam konteks penerapan efek jera
terhadap  pelaku  Kejahatan  dan  untuk  mengantisipasinya  kemungkinan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih parah dan meluas.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana penerapan pidana mati
menurut hukum pidana Indonesia serta bagaimanakah pula penerapan pidana mati
menurut hukum Islam.

Penerapan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pada mulanya
dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa
“pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si
terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan
dari bawah kakinya”. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut
di atas diubah dengan ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa:
“menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain,
hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak
ditentukan lain oleh Gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati™,

Penerapan pidana mati menurut hukum Islam mempunyai variasi yang
bermacam-macam, baik melalui perajaman, gishash (dengan pedang dan
sebagainya) tergantung pidana yang di jatuhkan.

Kata Kunci : Pidana Mati, HAM, Qishash.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya. maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
|. Penerapan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pada mulanya
dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan
bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan
mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang
penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinva”. Karena
dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan
ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang
dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain,
hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer),
sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur jenderal dilakukan dengan
cara menembak mati”.
2. Penerapan pidana mati menurut hukum Islam mempunyai vanasi yang
bermacam-macam, baik melalw perajaman, gishash (dengan pedang dan

sebagainya) tergantung pidana yang di jatuhkan.

B. S‘l"ﬂll
I Sangat dibutuhkan pengkajian mengenai konsep-konsep pidana dalam

kerangka aplikasi nilai-nilai Islami melalui forum-forum diskusi. seminar
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